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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Pasal 51 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Mutu Hasil Perikanan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
200);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 201);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN.

Pasal 1

(1) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan
pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan
Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang
Mutu Hasil Perikanan pada unit Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan
dan perikanan dan pada unit Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi perikanan tangkap, dikarenakan tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri

Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
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(2)

(3)

(4)

Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun
2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya,
dinyatakan tidak berlaku dan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan  diangkat kembali dalam = Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau
Kategori Keterampilan.

Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu
Hasil Perikanan Kategori Keahlian yang diangkat kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu
Hasil Perikanan Kategori Keterampilan yang diangkat
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sama dengan

pangkat dan jenjang jabatan terakhir pada saat
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dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat
Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil
Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan
pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,
dan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi perikanan tangkap, karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang
dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan

tetap berlaku.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
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(2)

Kategori Keahlian pada badan yang membidangi

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan

sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang
Mutu Hasil Perikanan Pertama  disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang
Mutu Hasil Perikanan Muda disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang
Mutu Hasil Perikanan Madya disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang
Mutu Hasil  Perikanan Utama  disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian

pada badan yang membidangi karantina ikan dan

melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan paling singkat 3 (tiga) tahun,

dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan

sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Muda;
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c. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit
Ikan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Utama.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan

Kategori Keterampilan pada badan yang membidangi

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  Kategori

Keterampilan pada badan yang membidangi karantina

ikan dan melaksanakan sebagian tugas Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedikit 3

(tiga) tahun dengan pendidikan SMA/Sederajat, Diploma

II (DI), dan Diploma III (DIII), dapat dilakukan

penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Terampil,

b. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana
Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Mahir; dan

c. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
dan Pengendali Hama dan Penyakit lkan Penyelia
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Penyelia.
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(4)

()

(1)

(2)

(3)

Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan yang
ditetapkan.

Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu

Hasil Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap
Pegawai Negeri Sipil dengan usulan kebutuhan untuk
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori
Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil
Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan atau Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur
jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan
yang ditetapkan.

Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur
jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan

jenjang jabatan yang ditetapkan.
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Pasal 5
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor O01/PERBER-MKP/2015 dan
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18
Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32), sepanjang
mengatur mengenai pembinaan kepegawaian, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan
ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal S5 April 2018

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PENDAHULUAN
A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan untuk menjamin pelaksanaan
serta pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan, perlu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat
yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.
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C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi
pemerintah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan
yang mempunyal ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak wuntuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan.

7. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan vyang
selanjutnya disebut Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS
yvang diberi tugas, tanggpung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua
kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, swrveilan, audit, dan
pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan.
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9. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya
pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan
dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk
menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi
kesehatan manusia.

10. Sasaran Kerja Pegawal yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/fatau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang hams dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun
dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

14. Karya Tulis/Karya [miah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau kelompok di
bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai
FNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan
kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang
meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan merupakan
Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
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2. Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai
jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;

b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;

c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.

3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang I1I/a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I11/b.
b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang Ill/c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d.
c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV /e.

4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
Contoh:

Sdr. Martono, S.Pi., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan

diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai

dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.

b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.

c. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, sebesar 56 Angka Kredit.
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Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar
158.
Dengan demikian jenjang jabatan wuntuk pengangkatan Sdr.
Martono, S.Pi., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang
dimilikinya yakni Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan jumlah
Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan,
pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada
angka 3.
Contoh:
Sdri. Tri Handayani, S.Pi., M.Si., NIP. 19747051998032001, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Surveilan
dan Sertifikasi Produk. Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Tri Handayani,
S.Pi., M.Si.,, memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian
sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebesar 10 Angka Kredit;
c. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, 165 Angka Kredit;
d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
Penunjang tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 30
Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Tri
Handayani, S.Pi., M.Si.,, sebesar 375. Maka penetapan jenjang
jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan ruang yang dimiliki yaitu Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
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III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1.

Unsur kegiatan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang
dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:

a. pendidikan;
b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
c. pengembangan profesi.
Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,
terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat; dan
3) diklat prajabatan.
b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:
1) perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;
2) pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;
3) pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium; dan
4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.
c. pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan
teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.
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4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri

atas:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
perolehan ijazah /gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
A. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,

meliputi:

1. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka
pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/
kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/ tempat pemasaran
ikan /unit pemasok /UPI;

4. melaksanakan verifikasi lapangan di tambak pembenihan/
pembesaran /kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

5. melakukan audit kecukupan;

6. melakukan surveilen;
melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan
penerbitan sertifikat kesehatan / Health Certificate (HC):

8. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan lkan
yang Baik di Pemasok (CPIB);

9. pengendalian produk perikanan di pintu = pemasukan/
pengeluaran /perbatasan;
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10. melakukan verifikasi permohonan registrasi negara mitra;

11. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur
dan kriteria standardisasi;

12. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur
dan kriteria standardisasi (data primer);

13. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi |data
primer] pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

14. melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan;

15. menganalisis hasil verifikasi ketelusuran;

16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;

17. melakukan pengujian sedang;

18. membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran;

19. melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan Sertifikat
Kesehatan / Health Certificate (HC) dengan produk yang dimuat;

20. melakukan evaluasi kegiatan pengambilan sampel; dan

21. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan
LHU [Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan tingkat sederhana.

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

2. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;

3. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan sistem
pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai
anggota;

4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan sistem
pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai
anggota;

5. melakukan audit kecukupan dalam rangka Inspeksi penerapan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan fpembesaran /kapal/ pelabuhan / tempat pendaratan
ikan /tempat pemasaran ikan /unit pemasok [UPI;

6. melakukan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir;
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7. melakukan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak
pembenihan /pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan /unit pemasok [UPI,;

8. melakukan verifikasi draft sertifikat HACCP;

9. melakukan  verifikasi dokumen  ketelusuran di  tambak
pembenihan fpembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan funit pemasok [UPI;

10. melaksanakan  verifikasi rekaman ketelusuran di tambak
pembenihan /pembesaran fkapal/ pelabuhan/tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan /unit pemasck UPI;

11. melakukan investigasi kasus penahanan/penclakan mutu dan
keamanan hasil perikanan sebagai anggota;

12. melakukan penyiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

13. melaksanakan supervisi terhadap penerapan HACCP;

14. melaksanakan supervisi terhadap Penerbitan Sertifikat
Kesehatan / Health Certificate [HC):

15. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan
yang Baik (CPIB) di Kapal;

16. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan
yang Baik (CBIB|;

17. melaksanakan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi
negara mitra;

18. melakukan penyiapan kuesioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. melakukan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/pedoman/
juklak/juknis {SOP{instruksi kerjal;

20. melakukan penyusunan draft regulasi  pengendalian  Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

21. menyiapkan rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan
contoh, parameter uji, tujuan);

22. melakukan kalibrasi internal peralatan sedang;

23. melakukan kalibrasi internal peralatan sulit;

24, melakukan uji banding/uji profisiensi;

25. melakukan validasi/verifikasi metode penpgujian sedang;

26. melakukan pengujian tingkat sulit;
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27. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan
LHU (lembar hasil uji)j dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan
tingkat sedang;

28. melakukan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak
pembenihan/pembesaran /kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan
ikan /tempat pemasaran ikan/unit pemasok /UPI;

20. melakukan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health
Certificate (HC); dan

30. merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor

registrasi.

C. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan
pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan
pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

5. melakukan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil
inspeksi;

6. melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus
penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

7. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan
keamanan hasil perikanan sebagai ketua;

8. melaksanakan supervisi terhadap penanganan kasus
penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

9. melaksanakan supervisi terhadap sistem manajemen mutu dan
keamanan hasil perikanan;

10. membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

11. melakukan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

12. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;
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13. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);

14. melakukan penyeliaan pengujian contoh;

15. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit dalam
rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan
sertifikat kesehatan;

16. melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen sistem manajemen
mutu dan keamanan hasil perikanan;

17. melaksanakan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

18. melakukan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. melakukan kaji ulang dokumen/manajemen;

20. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau
kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;

21. menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan
ketelusuran;

22. melakukan evaluasi berkas investigasi kasus penahanan/penolakan
mutu dan keamanan hasil perikanan;

23. melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian
contoh; dan

24. melakukan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI UTAMA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1. mengkaji rancangan program kerja tahunan pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. merekomendasikan program kerja tahunan pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. melakukan Inspeksi di negara mitra di tambak
pembenihan /pembesaran/kapal/pelabuhan /tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

4. melakukan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

5. melakukan pembahasan draft inisiai kerjasama Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

6. melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
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7. melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

8. merekomendasikan penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam
rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

9. melakukan diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

10. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

11. melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;

12. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilen;

13. menyusun rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu
dan keamanan hasil perikanan;

14. menyususn rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk
perikanan;

15. membuat rekomendasi terkait permasalahan sertifikat
kesehatan / Health Certificate (HC);

16. melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

17. melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

18. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan

19. membuat rekomendasi hasil monitoring.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
A. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,

meliputi:

1. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. laporan audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi
penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di
tambak pembenihan /pembesaran /kapal / pelabuhan /tempat
pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
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4, laporan  wverifikasi lapangan di Tambak  pembenihan/
pembesaran kapal fpelabuhan {tempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/Unit Pemasok /UPI;

5. laporan audit kecukupan;
laporan surveilan;

7. laporan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan
penerbitan sertifikat kesehatan { Health Certificate (HC);

8. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan lkan yang
Baik di Pemasok (CPIB);

9. laporan supervisi terhadap pengendalian produk perikanan di pintu
pemasukan {pengeluaran f perbatasan;

10. laporan verifikasi permohonan registrasi Negara mitra;

11. laporan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan
kriteria standardisasi;

12. laporan data primer/bahan perumusan standar prosedur dan
kriteria standardisasi;

13.laporan data primer/bahan perumusan regulasi pengendalian
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

14, laporan pengamatan mutu dan keamanan hasil perikanan;

15. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

16. laporan validasifverifikasi metode pengujian sederhana;

17. laporan pengujian tingkat sedang;

18. laporan hasil verifikasi ketelusuran;

19. laporan  evaluasi  kesesuaian data  penerbitan  sertifikat
kesehatan | Health Certificate (HC) dengan produk yang dimuat;

20. laporan evaluasi kegiatan pengambilan sample; dan

21.laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan
LHU (lembar hasil wji) dan atau penerbitan sertifikat kesehatan
tingkat sederhana.

. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda,

meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
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3. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja
tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

4. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja
bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

5. laporan audit kecukupan dalam rangka inspeksi penerapan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan /pembesaran /kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

6. laporan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;

7. laporan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak
pembenihan /pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

8. laporan verifikasi draft sertifikat HACCP;

9. laporan  verifikasi dokumen di tambak  pembenihan/
pembesaran /kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/unit pemasok /UPI;

10. laporan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak
pembenihan/pembesaran /kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

11.laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan
kemanan hasil perikanan;

12. laporan persiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

13. laporan supervisi terhadap pelaksanaan inspeksi penerapan HACCP;

14.laporan supervisi terhadap kesesuaian penerbitan sertifikat
kesehatan / Health Certificate (HC);

15. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan lkan yang
Baik (CPIB) di kapal;

16. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya lkan yang
Baik (CBIB);

17.laporan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara
mitra;

18.draft kuisioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;
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19. laporan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/pedoman/
juklak/juknis /SOP/ instruksi kerja);

20. laporan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

21.rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan sampel,
parameter uji, tujuanj;

22. laporan kalibrasi internal peralatan sedang;

23. laporan kalibrasi internal peralatan sulit;

24, laporan uji banding /uji profisiensi;

25. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sedang;

26. laporan pengujian tingkat sulit;

27.laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan
LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan
tingkat sedang;

28.laporan evaluasi hasil veriflkasi ketelusuran di tambak
pembenihan /pembesaran fkapal/pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok [UPI,;

29, laporan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate
[HC); dan

30. laporan rekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan

nomor registrasi.

. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,

meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. dokumen hasil verifikasi program kerja tahunan pengendalian
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

4. dokumen hasil verifikasi program kerja bulanan pengendalian
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5. laporan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil
inspeksi;
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6. laporan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus
penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

7. laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan
keamanan hasil perikanan;

8. laporan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/
penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

9. laporan supervisi terhadap sistem manajemen mutu;

10. draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

11.laporan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

12. laporan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;

13. laporan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);

14. laporan penyeliaan pengujian contoh;

15. laporan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit dalam rangka
penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat
kesehatan;

16. laporan penyusunan/revisi konsep dokumen Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

17.laporan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;

18.laporan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. laporan kaji ulang dokumen /manajemen;

20.laporan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha danj/atau
kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan;

21.laporan evaluasi berkas/dokumen tindak lanjut hasil investigasi
kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

22. laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;

23. laporan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian sampel;
dan

24. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.
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_27-

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI UTAMA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama,

meliputi:

1.

10.
11.
13,
13.

1.

15

16.

17.

1B.
19.

dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

dokumen Hasil Verifikasi Program Kerja Tahunan Pengendalian
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/
pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/unit pemasok/ UPI;

laporan pembahasan kajian iniziasi kerjasama Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan hasil kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan hasil diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

rekomendasi penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam rangka
pengendalian Sistemn Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
laporan hasil diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;

laporan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;
laporan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilan;

laporan rekomendasi terkait kasus penahanan/penclakan mutu dan
keamanan hasil perikanan;

laporan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;

.laporan rekomendasi terkait permasalahan Sertifikat Kesehatan/

Health Certificate (HC);

laporan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan

laporan rekomendasi hasil monitoring.

2018, No.

517
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V1. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG
JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Mutu Hasil
Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang
jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Inspektur
Mutu Hasil Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atan satu
tingkat di bawah jenjang jabatannyva dapat melaksanakan kegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.

2. Dalam hal pada wunit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang wvolume beban
tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan,
maka Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berilout:

a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu
tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018,

Contoh:

Sdr. Dede Rosmana, A.Pi, NIP. 197902202002031001, jabatan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang lI/d pada Balai Karantina Ikan Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
melakukan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil
inspeksi dengan Angka Kredit 0,12 .Kegiatan dimaksud merupakan
tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya. Dalam
hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,12 = 0,10
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b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap
butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Agung Santoso., S.Pi.,, NIP. 197812102002111004, jabatan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang I1lI/d pada Balai Karantina lkan Medan I
bersangkutan  ditugaskan untuk  melaksanakan  kegiatan
Pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/
perbatasan, dengan Angka Kredit 0,05. Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X
0,05 = 0,05

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan ditetapkan oleh:

a. Presiden untuk jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Inspektur
Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sampai dengan jenjang
jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
a. berstatus PNS;
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b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)
bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau
ilmu gizi;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dari Calon
PNS.

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat
sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.

4. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama
belum diangkat dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan
dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu
(PMMT) berdasarkan konsepsi HACCP bidang perikanan.

6. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti dan/atau
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada angka 5 diberhentikan dari jabatannya.

7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang
perikanan dan kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan,
atau ilmu gizi;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama bagi
PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

2. Pengalaman di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat
dihitung secara kumulatif.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, oleh karena
itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6
(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
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Contoh:

Sdri. Ir. Sulle Kadang, MM., NIP. 196306101994032001, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala
Bidang Manajemen Mutu.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk menduduki
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,
maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember
2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat
akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan
Juni 1963.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional
kategori keahlian di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, dan pelatthan Program Manajemen Mutu Terpadu
(PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analgsis and Critical Control
Point (HACC) bidang perikanan.

7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari
kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Saifullah, S.Pi., M.Si NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat
Penata, golongan ruang Ill/c, jabatan Kepala Sub. Bidang Sertifikasi
Produk. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Selama menduduki jabatan Kepala Sub. Bidang Sertifikasi Produk
yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
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a. Unsur utama
1) Diklat fungsional bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.
2) Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sebesar 25 Angka Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang
Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai moderator
sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr.
Saifullah., S.Pi.,, M.Si.,, diangkat dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dengan tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat
menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1
harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan
fungsional yang akan diduduki.
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3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
MUTU HASIL PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL FERIKANAN
1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memperoleh ijazah

Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan syarat sebagai berikut:

a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

b. ijazah wyang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan
standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Haszil Perikanan;

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
I /a.

2. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan diangkat
menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari
ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 63% (enam
puluh lima persen] Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas
jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan
Angka Kredit dari unsur penunjang.

3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang menduduki pangkat
Pengatur Tingkat I, golongan rmuang II/d ke bawah yang memperoleh
ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan
terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda,
golongan ruang II1/a.
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4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan setelah
dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan
mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menjadi Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran L3 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

7. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan ke dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran [.4 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAIL, PENILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET
ANGEKA KREDIT, DAN HUKUMAN DISIPLIN
A. SASARAN KERJA PEGAWAI
1. Pada awal tahun, setiap Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir
kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit
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dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan
turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.

5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus
disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan mulai 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan
ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan
langsung.

C. TARGET ANGKA KREDIT

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib memenuhi target Angka
Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling
sedikit:

a. 12,5 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;

b. 25 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;

c. 37,5 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
d. 50 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.

2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri
dari sub unsur diklat, kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang
sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV /e.

4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh
lima) Angka Kredit dari kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan dan pengembangan profesi.
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5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan mendapatkan hukuman disiplin
apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Mutu
Hasil Perikanan yang hanya mencapai 25% [dua puluh lima
persen) sampai dengan 350% (lima puluh persen| dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-
undangan.

b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Mutu
Hasil Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1,
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang tidak dapat memperoleh
target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf
C angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.

3. Pemberian sanksi bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh
Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur
Mutu Hasil Perikanan disampaikan oleh Inspektur Mutu Hasil
Perikanan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat
Administrator atau Pengawas yang bertangpung jawab di bidang
tata usaha setelah diketahui atasan langsung Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran [.5a sampai dengan Anak
Lampiran L53d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.
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3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur
Mutu Hasil Perikanan harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran L6 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

b. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran L7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran L8 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 1.9 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau
Pengawas yang bertangpung jawab di bidang tata wusaha
menyampaikan bahan wusulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran 1.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan
diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan funit pelaksana teknis kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya wang membidangi Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu
Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

c. Kepala unit pelaksana teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan

bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Inspektur Mutu

Hasil Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam

setahun.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.
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3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Inspektur
Mutu Hasil Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.

4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan
penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4
kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit.

5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan;

d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

6. Penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat
menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang  membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan
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Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang II/a
sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, pgolongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Apabila pejabat wyang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas wakitu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan delegasi
atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak
dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI
1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina
Utama, golongan mang IV/e di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
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Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang  membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.

3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, unsur
kepegawaian, dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a,
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur
Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya/Madya.

6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf
b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c,
paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat
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diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan.

11. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan & (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai
masa kerja yang tersisa.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
dapat mengajukan usul pengganti anggota.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain wyang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS vyang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI
1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka
Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat
Pemhbina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat
Pembina Utama, pgolongan ruang IVJ/e di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
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b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan
yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
menetapkan Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a
sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
KUMULATIF
A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
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3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IIfa untuk menjadi Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan untuk menjadi
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat 1, golongan mang IV/b ditetapkan dengan Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam
jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika
kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri Yunik Verawati, S.Pi, NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1
April 2016, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdri
Yunik Verawati, 5.Pi , memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan
akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi
Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April
2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Inspektur
Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.

6. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka Kredit
melebihi  Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
berikutnya.

Contoh:

Sdri. Lianny Eka Susyiana. S.Pi, NIP. 192010162003041010,
pangkat Penata, golongan ruang III/ ¢ terhitung mulai tanggal 1 April
2017, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda. Pada
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waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang IlI/c, yang
bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit.
Dengan demikian Sdri. Lianny Eka Susyiana. S.Pi, memiliki
kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.

7. Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.

Contoh:

Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi , NIP. 198502102008032001, pangkat
Penata, golongan ruang IlI/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016,
jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, dengan Angka
Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai
dengan 31 Desember 2016, Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi, telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun
pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu
sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret
2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi, wajib mengumpulkan
Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN
1. Kenaikan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat
dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dengan ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
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b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya
menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama ditetapkan
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan jabatan dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama
sampai dengan menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang IlI/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib
mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:
Sdr. Hendrik. S.Pi., M.Si , NIP. 19800308 200304 1 002, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/d, terhitung mulai tanggal 1
April 2015, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda,
Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan
Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:
a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit
tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
b. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil
penelitian di bidang Pengendalian Mutu

88 Angka Kredit

6 Angka Kredit

dan Keamanan Hasil Perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah
ilmiah yang diakui oleh kementerian yang
bersangkutan
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Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Hendrik.
S.Pi., M.Si, adalah 315 + 90 = 405 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Hendrik. S.Pi.,, M.Si, telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur
Mutu Hasil Perikanan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a.

5. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan
dan/atau pangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib
mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal
dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Saut P. Hutagalung , NIP. 19660308 199004 1 002, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai

tanggal 1 April 2014, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli

Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian

bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit

Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung 10 Angka Kredit
tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

b. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan

c. Pengembangan Profesi

112 Angka Kredit

Membuat karya tulis ilmiah hasil
penelitian di bidang Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan yang
dipublikasikan dalam bentuk buku yang
diakui oleh kementerian yang
bersangkutan

12 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Saut P.
Hutagalung , adalah 720 + 134 = 804 Angka Kredit.
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Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Saut P. Hutagalung, telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur
Mutu Hasil Perikanan jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d.

6. Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-
masing sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6
tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang
jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.

7. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran 112 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF
1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN
1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya,
apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan
Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

L I
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2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan dibuat menurit contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran 1.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya
karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan sementara
sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud
pada huruf A angka 1 humf c, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila telah
selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan
kembali sebagai PNS.

4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila
telah selesai menjalani tugas belajar.

5. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan
Administrator, atau jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya
sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
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dari Jabatan Fungsional Inspelktur Mutu Hasil Perikanan dan dapat
ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang
diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran .14 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 ditetapkan, memiliki
pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat
Yang Berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);

B0

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2
(dua) tahun; dan

f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.

3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian inpassing.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9
Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
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XIV.

-52-

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
[satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 |tiga) tahun; dan

e. 4 [empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS vwyang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

7. PNS vyang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

8. PNS vyang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang
ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

9. PNS yang telah diangkat dalam .Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui penyesuaian/inpassing, paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan Program
Manajemen Mutu Terpadu (PMMT] berdasarkan konsepsi Hazard
Analysis and critical control Point |HACCP) bidang perikanan.

10. Keputusan  penyesuaian/inpassing dalam Jabatan  Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran .15 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

11. Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan, harus selesai ditetapkan paling lambat 31 Januari
2020.

UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

www.peraturan.go.id



=3 2018, No. 517

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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ANAK LAMPIRAN L1

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONMAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FPERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR ...
TENTANG

PENGANGEATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : &a. bahwa Saudara ................. NIF ............... panghat / golongan MANE ............,
jabatan ... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangka
dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
menganghkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Megeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Megara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :  Calon Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibawah ini:
6. Nama :
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja }
Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan jenjang .......... dengan angka kredit sebesar .......

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asl Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yvang bersanghutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegowainan Negam { Kantor Regional BEN yang bersangioutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian ! Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;®|
3. Pejabat yang berwenang menstapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharman Negara fKepala Birof
Bagian Keuangan yang bersanglkutan®|;
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5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perha.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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ANAK LAMPIRAN 1.2

FPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FEMBINAAN
JABATAN FUNGSIOMAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGAMNGKATAN FER-
FINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGEIONAL
INSPEKTUR MUTL HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG
PENGANGEATAN PERFINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPFEKTUR MUTU HASIL PERIKEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang @ bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP
veaseeess  jabatam ................ pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk dianghkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Megeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspekiur Mutu Hasil Perikanan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Menganglkat:
6. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja 3
Terhitung mulai tanggal ........ dmngkat dalam Jabatan Flmgaluna] Inaptk:mr
Mutu Hasil Perikanan jenjang ........ dengan anghka kredit sebesar ... ...
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelimuan dalam keputusan imi,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asl Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yvang bersanghutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..o
pada tanggal . -
renmusae

1. Kepala Badan Kepegawaian Negar / Kantor Regional BEN yang bersanglhutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi ke pegawaian/ Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;®|
3. Pejabat yang berwenang menetapkan anghka kredit;
4. Kepala Kantor Peloyanan Perbendaharaan Negara fKepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangloutan®|;
5. Pejabat lain yang dianggap perha.
* Dhcoret yang tidak periu
**| Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perho.
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ANAK LAMPIRAN 1.3

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUELIK INDONESIA

NOMORE 5 TAHUN 2018

TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN FEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

2018, No. 517

FENETAFAN ANGKA KREDIT PERFINDAHAN

DARI

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN KE
DALAM JABATAN FUNGEIONAL INSPEKTUR
MUTU HASIL PERIKANAN

IambIED - ooccoiiiiiibiiiibbibisiiiibib i

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR ...

Masa Peniaian: ...,

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

i |CAfba )=

Pangkat / Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggml lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

m =1 [en

Jabatan Fungsional/ TMT

Lama

Masa K Gaol
asa Kerja Golongan Dara

10

Unit Kerja

PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAM

BARL

JUMLAH

JUMLAH
G5%

A

Pendidikan Seknlah

100

B

Perolehan Angla Kredit daric

1 | UNSUR UTAMA

a. Pendidikan dan  pelatthan  fungsional fteknis
dibidang Pengendalinn Mutu dan Keamanan Hasil
Periknnon serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatthan (STTPH

G5

b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanon

c. Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

Kegmtan Penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah kessluribhan angka kredit dari Unsur Utama
(diklat, higas jabatan, dan pengemboangon profiesi) ditombah
ongia kredit dord Pendidikan Sekolah

A=B1)

m

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGEAN UNTUK DIANGEKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN JENJANG ... PANGEAT/GOLONGAN RUANG

ABLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BEN

Tembusan disampaikan kepada:
1.
2.

3.
4.
5

]

Sekretaris Tim Penilai yang bersanghutan;;
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian / Bagian yang membidang kepegawaian yang
bersanghkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angla Kredit;
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan; dan
Pejabat lain yang dipandang periu.

Dicoret yang tidak perlu

Ditetaplan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
P, ccciccos ittt bbb b b

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMFIRAN 1.4

PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK FELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
FERFINDAHAN DARI JABATAN

FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
MUTU HASIL PERIKANAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
MUTU HASIL FERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR ...........
TENTANG
PENGANGEATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU
HASIL PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSFEKTUR
MUTU HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP
ieaseeess  jabatam ... pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan;

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspekiur Mutu Hasil Perikanan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanasn Jabatan Fungsional Inspekitur Mutu Hasil Perikanan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Mengangkat:
6. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja }
Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Mutu Hasil Perikanan jenjang ......... dengan anglka kredit sebesar ... [...........c
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asl Heputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yvang bersanghutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetaplean di ...
pada tanggal . -
remmusan. e

1. Kepala Badan Kepegawaian Negar/ Kantor Regional BEN yang bersanghutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang kepegawalan / Bagian
yang membidangi kepegowaian yang bersanglootan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara /Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersanglutan®);
5. Pejabat lain yang dianggap perha.

www.peraturan.go.id
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*i Dicoret yang tidak perha.
**| Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN L6
FPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FPEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FPERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIOMNAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

SURAT FERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUEKAN KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL FERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D L L L L LB LB
NIP -
Pangkat/golongan ruang/ TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama PP TOPRCR TP TRT TR
NIP -
Pangkat/golongan ruang/TMT

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikout:

= ; ; Satuan «humiah Angka Jumish Keterangan
Mo Uraian Kegiatan Tanggal Hasil ‘r'-:r].umc Krﬁl{it Angl-:.a bukti ﬁg:u{f
Kegiatan Kredit

1 2 3 L 3 [ 7 8

1.

2.

3.

4.

3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sehagaimana mestinya.

Atasan Langsung

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN L7
FPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FPEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FPERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIOMNAL ASISTEN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIF

Pangkat/golongan ruang/ TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIF

Pangkat/golongan rmang/TMT

Unit kerja

2018, No. 517

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikout:

Jumlah Jumlah
= T ; Satuan A a Keterangan
Mo Uraian Kegiatan Tanggal Hasil ‘l.-’culpmn: H]]:LCE;'::it An‘gk,.a bukti t%]’[lf
Kegiatan Kredit
I 2 3 4 ] [i] il 8
1.
2.
3.
4.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunaksan sehagaimana mestinya.

Atasan Langsung

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN L8
FPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FPEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FPERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIOMNAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN FENUNJANG INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D B R R R RS F RS E R R L B AER AL B E LR bR
NIF

Pangkat /golongan mang/TMT
Jahatan T PP TR RPN P REEP TP PP ST PP PR PREEP R
Unit kerja PSP PPN

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berilout:

Satuan Jumilsh Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil 'I.."ul]Jmn.' Kredit Angc:a buldti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 ) ¥ 3 ] il 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 1.9

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Inspektur Mutu Hasil Perikanan
scbagai berikut:

Jumlah Jumlah

o . ¢ Satuan Angka Keterangan/
No | Uraian Kegiatan | Tanggal | "y, .5 ‘z’c‘;‘:;; Kredit | APEKa | b fisik
1 2 3 4 5 6 7 8§
1.

2.

3.

4.

5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 110

PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPFEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN

DAN PENETAPAN ANGEA KREDIT
INSPEETUR MUTU HASIL FERIKANAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Inspekiur Mutu Hasil Perikanan *)

D
Tempat

BAGI

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas
nama-nama Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukti fisiknya,

sebagai berikut:

. PANGKAT/
NO NAMA /NIP JABATAN GOLONGAN RUANG UNIT KERJA
1
2
3
dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*) tulis nama jabatannya

Pimpinan Unit Kerja atau paling
rendah Pengawas yang membidangi
pelayanan tata usaha®)

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN L11

FPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FPEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
FPERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIOMNAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR _.......... -

IERETREE - oo oo ottt bbb Masa Peniaian: .....coooinnen.

I KETERANGAN PERDRANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG
Pangkat / Golongan muang TMT
Tempat dan Tanggal lahir

b JLJ | b | =

Jenis Kelamin
Pendidikan yang diperhitungian angka kreditnya
Jabatan Fungsional/ TMT

[ Y 1=

Lama
Baru

9 | Masa Eerja Golongan

10 | Unit Kerja H
I PENETAPAN ANGEA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
A | Pendidikan Sekolah

B | Angka Kredit Penjenjangan

1 | UNSUR UTAMA

a. Pendidikan dan pelatithan fungsionalfteknis dibidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan [STTPH

b. Pengendalian Mutu dan KEeamanan Hasil Perikanan

c. Pengembangan Profesi

Jumilah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG
Kegintan Penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

Il | DAPAT/TIDAK DAPAT*j DIPERTIMBANGEKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN
PANGKAT/GOLONGAN RUANG ...

ABLI disampaikan dengan hormat ke pada Kepala BEN Diitetaphkan di .....cocoooviveinien.
Pada tanggal
Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat yang bersenang menetapkan Angka Kredit;
2. Bekretaris Tim Penilai yang bersangkuitan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi _
kepegawaian f Bagian yang membidangi kepeganwaian yang Nama Lengkap
bersanghutan;*)
. Pimpinan Unit Kerja yang bersanghkutan;
. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersanglutan; dan
. Pejabat lain yang dipandang perha.

TP, coccoccciimimimimrir bbb

[=L R 2

*} Dicoret yang tidak perlu.
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2018, No. 517 66

ANAK LAMPIRAN L.12

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM  JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR .. visissimisissrssisss
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang
lowong, Saudara ......... NI iiaiiisenndd jabatan ... pangkat/golongan
ruang ......... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:
Menctapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............cccvimiiiiiccinnnneees
a. Nama 3
b. NIP ERl:
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja : .
Dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan )cnjang ....................
ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang ...............
dengan angka kredit sebesar ......... | AR S )
KEDUA B v pasn s apyeio o AR RS S AR AN T 4N S ARARY A8 P AN 8 SR A S A SN A4 SNBSS DA R RSP ANA s B R )
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali schagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di ...
pada tanggal
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badnn Kepegawaian Negara/Kantor Reponnl BKN yang bersangkutan®);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi P yang bixdang kepegawaian/Bag

yang bidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang bemmng menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

5. Pejabat lain yang dianggap periu.

*) Dicoret yang tidak periu

**) Diisi apabila ada p bahan diktum yang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR ...............
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ._.................. Nomor ............. tanggal ...........

perihal usulan pemberhentian dan Jabatan Fungsional l.nap%?lmr Mutu
Hasil Perikanan karena ............. i |

b. bahwa untuk tertib admuust:rasl, periu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan:

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan E
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Inspektur Mutu
Hasil Perikanan:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Jabatan
c. Unit Kerja
KEDUA $
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
NIP.
TEMBUSAN :
I. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);
2

,uu

5.
2

.-

Pejnmelmpmnnnggmemmm bid pkcpeg: ian /Bagian
bid 1 )

1gi kepegawaian yang bersang]
Pe)nba! yang berwennng menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

Pejabat lain yang dianggap periu.
Dicoret yang tidak periu.

) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpi Tingg Pri surat,
tanggal dikeluarkan surat, penhal surat pengusulan pemberhcmmn dari jabatan karena ..

*) Diisi apabila ada p bahan diktum yang dianggap perlu.

2018, No.

517
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ANAK LAMPIRAN 114

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR ..........
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa Saudara ......... NIP e pangkat /golongan ruang ...... jabatan .........,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama 3
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja 3
Dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang .......... dengan angka
kredit sebesar {
KEDUA ESrcas g e et g sanannnsy dmswpy anansusy AnEh n ot puatins 84S DEn A SO PE £ e Bn SN 588 PN R RN AR AS A SAAR KRR SRS o |
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP.

TEMBUSAN:

s Kepuln Bndan Kepegawaian Negara / Kantor Reynnnl BKN yang bersangkutan®);

Pej Pimpinan Tinggi Pra vang idangi kepegawaian/Bagi
yang bidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwennng menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

5. Pejabat lain yang dianggap perhu.

*) Dicoret yang tidak periu.

**) Diisi apabila ada p bahan diktum yang dianggap periu.

(S
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP

......... jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian/ inpassing,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:
Menectapkan 3
KESATU ¢ mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja
Terhitung mulai tanggal ... dxscsuaikan/ inpassing dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang ...... dengan angka kredit
scbesar ....... fatiiise ]
KEDUA S T e e e e S e e S R B s siiind) **
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Kceputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
TEMBUSAN:

N

- W

. Pej Pimp nggn— yang

Kepu.h Badnn Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara®):
n D bidangi ke ian/Bagi
yang bidangi kepegawaian yang bersangkutan:®)

. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

. Pejabat lain yang dianggap periu.

2018, No.

517
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*l Coret yang tidak perho.
**| Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGEA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL [INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

2018, No. 517

ANAK LAMPIRAN 1.5a

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL I R MUTU HASIL
FERIKANAN DAN JABATAN FUNGEIONAL INSPEKTUR
MUTLU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPFEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Naomor:

I, T

MASA PENILAIAN :
Bulan ............. sfd Bulan...

O 11T, T

NO|KETERANGAN PERORANGAN

1 Marmm

2 INIP

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahdr

5. | Jeniz Kelamin

. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnoa

Jabatan Inspelkiur Mutu Hasil Pertkanan § TMT

& | Masa Kerja

gan lama

9. | Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YAMG DINILAI

UNEUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU | JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH

J 4 3 & ¥ [

1 JPENDIDIEAN

mzah fgelar

A, [Pendidikan sekolah dan memperoleh i

uti pendidikan sekolah dan memperoleh
fjazah / gelar

1 |Dolktor (S3)

Magister [52)

Sarfjana |21

ki di hida
Perikanan
wdidikan dan pelatihan

B. |Pendidikan dan pelatthan fu
Pengendalian Mutu dan Kea
mempermleh surat tanda tamat per
(STTPP) atau sertifilt

shlabs

pendidikan dan pelatihan teknisf fungsional di
badang F vdalion Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
dan memperoleh surat tanda tamat pendidilean dan
pelatihan (STTPP) at sertifikat

Me

A

1 IL:|:|mn:-'.'. 961 jam atau kebih
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2 |Lamany!

3 |Lamany

4 |Lamany

‘2 antara 161

5 |Lamany

yn antara 81 s.d 160 jam

6 | Lamany

3

m ant i 80 jam

7 |Lamany

v o ri 30 jum

Pendsdikan dan pel

1han Prajabatan

n Gaolong

AN MUTU DAN KE

1L PERTEANAN

Perikanan

ian Pengendalian Mutu dan Ke

amanan Hasil

m Jaminan

UNSUR YARG DI

NILAI

UNEUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A

NGEA KREDIT MENURUT

INSTANS] FENGUSUL

TIM PENILAI

LARIA

BARL

JUMLAH

LAMA | BARU | JUMLAH

.

el

f

Memerik=a dan men
pengendali

gram kerju
dan Keamanan Hasil

smmpurmsaka
n Jaminan A

dan

penda

pembenihanf pembe

pemasalk fUPI

un [nspeksi penerapan Sistemn Jaminan kutu

nan Hasil P 1 dil tambalk
kapal{ pelabuban tempal
t pemasaran ikan funit

lean ften

penda

pembenthan

pemasol f UPI

v tkan it

kan audit kecukupan

b [Melakukan surveilan

1N

L0 SLIPECVIS PeNeTapan Sis
anan Has=il Perika

vy Baile di

ok (CPIEF)

endalia
masilan | p

lulk periknnan di pintu

uaran perbatasan
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&
I:):l' Primer
b |Melakukan venfkasi permo egistras negan
mitra
7 |Pelaksanaan monitoring

pErikanan

em Mamnajemen Mutu Laboratornim

Seder]
b |Melakukan pengujian tingkat Sedang

¢ |Melakukan verfikasi d

2 |Pelaksanann standandizas sistem manajemen mutu
a |Melakukan identifilkasi ket han penyusunan standar
prosedur dan krite dizasi
b |Melakul penpumpulan LN [PETUONLSAT

standar prosedur dan leriteria standare

| Data Primer
D JEvahiasi dan pelaporan pelaksanaasn Pengendalian Mutu dan

Kean xsil Perikanan

1 cetelusuran di tambak
kapal pelabuhan/ tempat
ke UFI

||'.|-. mbuat laporan hasil verifikas ketelusuran

pendars

UNSUR YAMG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH

F] J 4 3 ] 7 B

(]
s
B

an evaliasi kesesuaian data penerbitan sertifilost
1 Health Certificate (HC) dengan produk yang
dim

Melakukan evahiasi kegiatan pengambilan contoh

PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
dirdarkan secara nasiomal

Dralam ma: 1h ilmiah yvang diakui
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Dalam bentulk bulku

Dalam bentuk makalab
Memb:
ulasan ilminh d
Pengendali

. Ik
n gagasan sendir di
tu dan Keamanan hasil Perikana

dan
LIF

Dalam bentuk bul

Dalam majalah ilr

Memb:

Karyn 3 1h berupa tinjouan atau
ulasan ilmiah d n gagasan sendir d
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil P
tadak dipublikasikan

Dalam bentuk buku

Dalam bentuk makalal
Memb
Mutu dan

Ln|

6 [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan 1
atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Muto dan

Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah

B je F u dan bahan

n bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
1sional

3
a |Dalam bentuk buku
Dalam bentuk makalah
i |Membuat abstrak tulisan ilmiah hidang Pengendalian Mutu
] ang dimuat dal
C JPeny
pelaksan ialian kMutu

dan Keamanan

1 |M n leetentuan

nadalian Mutu dan

M

dar

FLLSLL ALl METVyEIm

dalimn Mutu dan Ke

an buku pedoman
n Hasil Perikanan

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, 3UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL I TIM PENRILAI
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LAMA | BARU | JUMLAH] LAMA | BARU | JUMLAH

J 4 3 6 7 B

can petunjuk telmis
nan Hasil Perikanan

1 Mutu dan K

JUMLAH UNSUR UTAMA [ SD 11

| PENUNJANG

pelatih pada dikdat fur
1 dan Keaman:

1/ tekmis di bidang

gilouti s=minar

a |Pemmasaran

Pembahas{ moderator / narasumber

C JKeanggotaan dalam or

inte nal

M
1
2 |Ar

dalam Tim Penila

anggota Tim Pendlai Kinerja Jabatan Fungsional
Ins peliur Mutu Hasil Perikanan

=

1/ tanda je

cana Karya

1igan bidang

Doktor [53)
2 M

aster [S2)

H UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 T B
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNEUR PENUNJANG

Dicoret yang tidak periu

¥ JLAMPIRAN FENDUEUNG DUFAK 1

1
1

...

n pengembangan profesi
1

TIVALADN e lalnakan ke galan penuanjang

6. dan sete rasay=

VI |[Catatan Pejabat Pengusul :

4. dan seterusnys
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ViI|Catatan Anggota Tim Penilad

4. dan seterusnya

| Narma Penilai 1

NIP
|Mama Penilad 11
NIP
VI Catatan Hetoa Tim Pendlad :
4. dan seterusnya
Ketua Tir nilai
Nama |
NIP
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CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGEA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL [INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

2018, No. 517

ANAK LAMPIRAN 1.5b

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKS
JABATAN FUNGSIONAL INSPE
PERIKANAN DAN JABATAN FU
MUTU HASIL PERIKANAN

UR MUTU HASIL
SIOMNAL INSPEKTUR

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL INSPFEKTUR MUTU HASIL PERIK!

Naomor:

I, T

ANAN AHLI MUDA

MASA PENILAIAN

Bulan .............s/d Bulan............ Tahun............

KO KEETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

NIP

3. | Nomor Seri Kartu Pegowai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Inspekiur Mutu Hasil Perikanan § TMT

B. | Masa Kerja golongan lams

9. | Masa Kerja golongan baru

Unst Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

E] 4 ] [ E 8

I |PENDNDIKAN

A |Pendidikan sekolah dan memperoleh jaz

Mengkuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah | gelar

1 |Doktor (23]

Magister (52)

L]

Sarjana (21

fidikan dan pelatil fungsional f teknis di §
1 Mutu dan Keamanan Hasil Perik
memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
[STTPP) atau sertifikat

nan dan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis {fungsional di
bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan dan memperole] win tamat pendidilan
dan pelatihan (STTPP) a

1 II'_.'.|:|.'|."..1.':'. 961 jam atau lebih

www.peraturan.go.id
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2 |Lamamny
i |Lams
4 | Lar

41 =.d 960 jam
481 s.d &40 jam

161 =.d 480 jam

5 |Lamanys antara Bl s.d 160 jam

6 |Lama

e 30 s.d B0 jam

dari 30 jam

i Prajabatan

Il'r 3 an 111

INDALIAN MUTLU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

anaan Pengend

alian Mutu dan Keama usil

n program kerja pe Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Pe

UNSUR YANG DINILAL

ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

1 F] ] 4 ] [ E 8

a |Program kerja tahunan

b |Progmm kerja bulanan, s

unarn Hasil

Tahunan, sebagai Anggots

b |Bulanan, sebagai Anggota

1 Pengendalion Mutu dan Keamanan Hasil

ek penerapan m Jamman Mutu
I I Perikanan di tambak
pembesaranfkapalfpelabubhan tempat

ran ikan funit

raft sertifikat HACCP
ketelusuran di tambak
pembesaran | kapal f pelabuhan
in ikan f tempa
ke /LT

d |memverifikas: d

Pelaksanaan verfik
pem

It

remasaran ikan funit

a |Melaksanakan verifikasi dok

il

b |Melaksanakan verifikasi rekaman ket

Pelaksanaan mves
Melakulk:
dan ke

Pelaksanana

| Perikanan

dan Keama

www.peraturan.go.id



-81-

2018, No. 517

b |Melaksanakan su

1} |Penerapan

2} |Penerbitan HC

i) |Penerapan Cara Penanganan lkan yang Baik di
Kapal [CPIB|

Pelabkea;
Mutu dan B

t

Intermasional

Menyinpkan luesioner ke
Butn dan Keamanan H

ama Sistem Jamdnan
I Pertkanan

b |Melakukan identi
(Peraturan;
Kerja)

a5 kebutuh: gulasi
Pedoman/ Juklak Juknis P/ Instrulesi

Alel draft regul

Ny =una.

=

lak=anoan Sistemn Manajemen BMutu

1 |Pelaksamaan pengambilan contoh

rinplan ranc
mhilan cont

ngambilan cc

ter wji, tujus

Pelaksanaan pengujian contoh

Melakulean kalibrasi internal perals

an tingkat

2} |Sulat

Melakulkan uji banding fuji profisiensi

UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

HARL

JUMLAH

LARIA

BARU

JUMLAH

7

4

o

]

C Melakul:
timgkat Se

=4

Melakulan pengujian tingkat Sulit

Melakulan verifilkkasi dat
1 penerhitan LHU flem
rhitan sertifiknt kese

ngujian dalam
=il wji) de
an tingkat Sedang

an pelaksanaan Pengendalian Mutu dan

amanan Hasil Perikanan

1 JE:

pembe

rifikasi ketehisuran di
pembesaran

mntan ve:

1ih

tambak

pal/p

abuhan tempat

I.‘-I-. lakoudcan ev

Kegintan penerb sertifikat kess
Certificate {HC

in  Health
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kese hatan

Melakuloan =

111 |PENGE

tinh di bidang Pengendalian
an

Mutu dan Kea
dipuhlilcasilo

t Karya Tulis/Karya [Imiah ha=sil penelitian,
pengkajian, survey dan eva

1z

g Pengendalian
g

usi di bid
manan Hasil Perikana

lam ber

ixn

vtuk bulni yang diterbitlean dan
secarn nasional

ah yang diakui oleh LIP]

Mer
pengkajian, su
Mutu dan Kea
dipublikasilkan

a [lmiah hasil penelitian,
rvey dan evaluasi di bidang Pengendalian
manan Hasil Perikana g tadak

dipublikasilkan

a |Dalam bentuk buku yang dit

Dalam ms

yjalah ilmiah yang dis

Cary

a [lmiah berupa tinjauan atau
ri di bidang
| Perikanan yang

a Tulis/K

lam bentuk bulm

n bentuk makalah

Lh

Mutu dan K
disehar

miah populer

an buku dan bahan-bahan lain di

u dan Keamanan Hasil Perikanan

Menerjen
dan Keamans

yadur di bidang Pengendalian Mutu
Perikanan yang dipublikasikan

UNSUR YANG DI

KILAI

ND

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGLUSUL I TIM PENILAL
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LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

i ] ] i 5 fi 7 ]

dur di bidang Pengendalian Mutu

Menerjems n
! Perikanan yang tidak dipublikasilcan

dan Keamanan sil

a |Dalam bentuk buku

Dk

um bentulk min

s 1l ddang Pe

Eeramanan Hasil Periks

wdalian
ing dimuat dalam

Mutu dan
penelitian

Pengendalian Mutu
an Hasil Perikanan

MeEnyEmpurm: ikan ketentuan

Perikanan

JUMLAH UNSUR UTAMA [ 5D III

gsicnal fteknis di b
limn Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

pada pendidikan dan pelatihan
di bidang
an Hasil Perikanan

Menglkuti seminar lokalkarya sebagud

a |Pemrasaran

Pembahas | moderator! narasumber

c. |Peserta

Mengikuti delegasi ilmiah sebaga:

O JKes xm Tim Pemnilai

Penilai Kinetja Jabatan Fungsional
I Perika

E |Mem

=Hibya

30 ti

uhj tahun

ga |

20 jdua puluh) tabhun

10 |sepuluhb) tahun

m

Memperoleh gelar kesarjansan lainnya

www.peraturan.go.id



2018, No. 517

-84-

Mempemleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang

Daktor [S3)

IUMLAH UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1

1)

o
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Dicoret yang tidak periu

V |LAMFIRAN FENDUHUNG DUFAHR :

Surat peroyataan melakukan kegiatan

¥. Surat permy prafesi
5. Surat permy

6. dan sete MULEYa

NIP.

¥1 |Catatan Pejabat Pengunsul

L ha

¥. dan seterusnya
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[nama pejabat pengusul |

HIP.

3

. dan sefe MLEYa

VII|Catatan Anggota Tim Penilai :

NIP
Mama Pendlad 11
HIP
VIN| Catatan Hetua Tim Penilai :
r)
¥. dan seterusnya
Ketua Tim Penilad,
Nama )

HIP
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ANAK LAMPIRAN 1.5c
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDOMN

E31A

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL It
AN DAN JABATAN FLUNC

PERIK

2018, No. 517

EKTUR MUTU HASIL
IDOMAL ASISTEN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTL HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL II

Naomor:

SPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

INBUANEL : ... oocmemesm st tie e rtaa e MASA PENILAIAN :

Bulan ..

..sfd Bulan...

OO 11 LT T

RO KEETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

3. | Komor Seri Kartu Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditrma

7. | Jabatan Inspektur Muto Hasi Perikanan § TMT

B. | Masa Kena golongan lama

9. | Masa Kerja golongan baru

10. | Unit Kega

UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL

TIN PEMILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA | BARU | JUMLAH

7

4

el

& 7 8

I |PERDIDIEKAN

A |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijamah/gelar

Mengiluti pendidikan sekolah dan memperoleh
tjazah gelar

Dolktor (53]

(%]

Magister [52)

3 |Sarjana (31

sdanp
aan

B. |Pen 1gsional { telmis di b
Pen . dan Kes 1 Hasill Perika
pendidikan da

pelatihan

memperoleh surat tanda tam,
[STTPP) atau serctifikat

pendidikan dan pelatihan (STTPP) atan sertifileat

1 IL:I:I'|..'|I'I:-'.'. 961 jam atan
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2 |Lamany tara 641 s.d 960 jam
3 |Lamany 481 s.d 640 jam
4 |Lamany tara 161 s.d 480 jam
5 |Lamam; 81 s.d 160 jam
6 |Lamansy 30 s.d 80 jam

7 |Lamany ri 30 jam

Pendidikan dan pel

tihan Projabatan

II"" sjabatan Gal

ngan 111

PENGENDALIAN MUTLU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

A

Perencanin
Perikanan

in Pengendalinn Mutu dan Keamanan Hasil

ndalian
Hax=il Pe

Sistem

UNSUR YANG D

INILAL

N

SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRET

T MENURUT

INSTANS] PERGLISUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA | BARU | JUMLAH

7

7

4

=]

§ 7 ]

ogram kerja
Keamanan

sebagni Anggota

31l - - A
b |Bulanan, sebsgni Anggot
B |Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

Pel:
Mt

inaan Inspelk
u dan

mves

EEaman

Mt

Pelaks

u dan Ke

M SUPEervis] pEners
m

anan Hasil Perikanan

A

an Mutu dan K

oL an Internasic

draft inss :
Jaminan Mutu dan Keamanan Ha

sil Perikanan
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I b Ihh‘l.'.lcl.l}::l.". pemk

fit

hasan dro

Teglias]

C |Pelaksan

n Sisterm Manajemen Mutu Laboratorium

Pelaksanaan pengujian contoh

Melakukan validasi fverifikasi metode pengujian

penyelenggaraan uji profisiensi

contoh

ian dalam
n LHU [lembar hasil uji) dan
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LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PENDAHULUAN
A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan untuk menjamin
pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan, perlu diatur dalam Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk memberikan
pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi
kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
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C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian,  kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan
teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan.

9. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang
selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan

www.peraturan.go.id



2018, No. 517 o4

kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang mendukung
semua  upaya dalam pelaksanaan pengendalian mutu  dan
keamanan hasil perikanan.

11. Pengendalian Mutu dan Keamanan Haszil Perikanan adalah semua
kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan
pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan.

12. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah
upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan
dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk
menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi
kesehatan manusia..

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/ataun
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang haris dicapai oleh
Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam
rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang hams dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan sebagai salah szatu syarat kenaikan pangkat dan
jabatan.

16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja
dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau
kelompok di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.
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18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukan pemberhentian
sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN

RUANG

A, TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi

B.

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1.

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil;

b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan

c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia.

Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri
atas:

a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil:

1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang 11/ b;
2) Pangkat Pengatur, golongan ruang I1/c; dan
3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang I1/d.

. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang II1/a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan mang 11 /b.
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang IlIfc; dan

2] Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d.

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan mang untuk masing-masing
jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

2018, No.
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Contoh:

Sdr. Dannie, NIP. 199405102012031001, pangkat Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang II/b. Yang bersangkutan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,

maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Diploma II sebesar 40 Angka Kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II sebesar 1.5
Angka Kredit.

c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
sebesar 5 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

46,5 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Dannie

sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur

Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan
jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang
jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan
jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana
dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Ahmad Fauzu, A.Md., NIP. 198607052005032001, pangkat

Penata Muda, golongan ruang Il /a, jabatan Penyusun Bahan Kerja

Sama Sub Bidang Manajemen Yang bersangkutan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

melalui perpindahan dari jabatan lain.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Ahmad Fauzu,

AMd., memperoleh 90 Angka Kredit, dengan perincian sebagai

berikut:

a. Pendidikan sekolah Diploma Il sebesar 60 Angka Kredit;

b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 5 Angka Kredit;
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c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
sebesar 20 Angka Kredit;

d. Penunjang tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebesar 5 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ahmad

Fauzu, A.Md., sebesar 90, maka penetapan jenjang jabatan yang

bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang

dimiliki yaitu Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Teramgpil,

pangkat Penata Muda, golongan ruang 111 /a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1.

Unsur kegiatan tugas Jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri
atas:

a. pendidikan;

b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan

Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

c. pengembangan profesi.

Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,
terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau
sertifikat; dan

3) diklat Prajabatan.

b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:

1) persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;

2) pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
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3) pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem
manajemen mutu laboratorium; dan
4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Teknis dan
Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
c. pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan
teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.
1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri
atas:
a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan ilmiah
di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
keanggotaan dalam organisasi profesi;
keanggotaan dalam Tim Penilai;
perolehan penghargaan /tanda jasa; dan
perolehan ijazah pendidikan lainnya.
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IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG
JABATAN

A. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN TERAMPIL

Uraian kegiatan tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Terampil, meliputi:

1. mengumpulkan bahan penyusunan program kerja;

2. menyiapkan dokumen verifikasi ketertelusuran;

3. menyiapkan dokumen surveilan (regulasi, checklist, surat tugas,
data umum, daftar hadir);

4. menyiapkan peralatan surveilen;

5. menyiapkan dokumen investigasi kasus penahanan/penolakan
mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, checklist, surat
tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi);
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6. menyiapkan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan
mutu dan keamanan hasil perikanan;

7. mengumpulkan data  permohonan  penerbitan  Sertifikat
Kesehatan / Health Certificate (HC);

8. menyiapkan dokumen pengambilan sampel (juknis, form, berita
acara);

9. menyiapkan peralatan pengambilan sampel;

10. menginput permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health
Certificate (HC);

11. melakukan pencetakan Sertifikat Kesehatan/ Health Certificate (HC)
dan test result;

12. mengumpulkan/mengkompilasi berkas permohonan registrasi
negara mitra;

13. menyiapkan dokumen monitoring;

14. menyiapkan peralatan dalam rangka monitoring;

15. menyiapkan peralatan, media, dan reagensia;

16. menyiapkan dokumen evaluasi hasil inspeksi;

17. menyiapkan draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka
pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan;

18. menyiapkan berkas hasil verifikasi ketertelusuran;

19. menyusun dokumen evaluasi hasil surveilan;

20. melakukan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/Health
Certificate (HC) dan data ekspor; dan

21. menyusun dokumen evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

B. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MAHIR

Uraian kegiatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mabhir,

meliputi:

1. menyiapkan dokumen pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem
Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat/ pendaratan
ikan/ tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/ UPI;

2. menyiapkan peralatan pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak
pembenihan/ pembesaran/kapal/pelabuhan /tempat pendaratan
ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
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3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka
pelaksanaan inspeksi di UPI (hasil survailan, hasil inspeksi, data
kasus, manual HACCP);

4. mengumpulkan data dan informasi terkait notifikasi kasus
penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

5. mengumpulkan data permohonan ekspor/impor produk perikanan
(dokumen Health Certificate/ HC);

6. melakukan pengambilan dan penanganan sampel;

7. menyiapkan bahan masukan penerbitan HC (hasil survailen, hasil
sampling, data UPI, regulasi);

8. menyusun daftar permohonan Nomor registrasi negara mitra;

9. melakukan pengambilan contoh;

10. melakukan penanganan contoh;

11. melakukan pengkodean dan distribusi contoh;

12. menyiapkan dokumen pengujian contoh;

13. merawat dan mengkondisikan peralatan uji dan contoh;

14. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan

15. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri..

C. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN PENYELIA

Uraian kegiatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,

meliputi:

1. melakukan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk
penilaian kemampuan telusur;

2. melakukan pemeriksaan dokumen ekspor/impor produk perikanan;

3. melakukan  pengujian sampel sesuai parameter yang
dipersyaratkan;

4. melakukan pengecekan organoleptic;

5. menyiapkan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan;

6. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar
prosedur dan kriteria standardisasi;

7. mengumpulkan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji);

8. melakukan penanganan contoh;

9. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;

10. melakukan pengujian tingkat sederhana;
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11. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan

regulasi;

12. menyusun laporan hasil kegiatan inspeksi; dan

13. menyusun laporan hasil kegiatan surveilan.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
A. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN TERAMPIL

Hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,

meliputi:

1.

10.

11.

12,
13.
14.
15.
16.
17.

laporan bahan penyusunan program kerja;

laporan dokumen verifikasi ketertelusuran;

laporan surveilan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum,
daftar hadir);

laporan penyiapan peralatan surveilan;

laporan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan
keamanan hasil perikanan (regulasi, checklist, surat tugas, data
umum, daftar hadir, bukti notifikasi);

laporan penyiapan peralatan investigasi kasus penahanan/
penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

laporan rekapitulasi data permohonan penerbitan Sertifikat
Kesehatan | Health Certificate (HC);

laporan pengambilan sampel (juknis, form, berita acara);

laporan penyiapan peralatan pengambilan sampel;

laporan data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health
Certificate (HC);

laporan rekapitulasi pencetakan Sertifikat Kesehatan/Health
Certificate ([HC) dan test result;

laporan rekapitulasi berkas permohonan registrasi negara mitra;
laporan monitoring;

laporan penyiapan peralatan dalam rangka monitoring;

laporan penyiapan peralatan, media dan reagensia;

laporan evaluasi hasil inspeksi;

laporan rekapitulasi draft sertifikat/surat keterangan dalam
rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan;
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18. laporan hasil verifikasi ketertelusuran;

19. laporan evaluasi hasil surveilan;

20. laporan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/Health
Certificate (HC) dan data ekspor; dan

21. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

B. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MAHIR

Rincian hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Mahir, meliputi:

1. laporan penyiapan berkas inspeksi penerapan sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/
pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat
pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

2. laporan penyiapan peralatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan
Mutu  dan Keamanan Hasil Perikanan  di tambak
pembenihan/pembesaran /kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan
ikan /tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/UPI;

3. laporan data audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi
di UPI (hasil survailan, hasil inspeksi, data kasus, manual HACCP);

4. laporan data dan informasi terkait notifikasi kasus
penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;

5. laporan data permohonan ekspor/impor produk perikanan

(dokumen Health Certificate/HC);

laporan pengambilan pengambilan dan penanganan contoh sampel;
laporan hasil penanganan dan pengkodean sampel;

laporan hasil distribusi sampel;

© ®m N o

laporan  penyiapan bahan masukan  penerbitan  Health
Certificate/ HC (hasil survailen, hasil sampling, data UPI, regulasi);
10. laporan pendaftaran permohonan Nomor registrasi negara mitra;

11. laporan pengambilan contoh dalam rangka ketelusuran;

12. laporan penyiapan dokumen pengujian sampel;

13. laporan pemeliharaan dan pengkondisian peralatan uji dan sampel;
14, laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan

15. laporan pengelolaan standar/kultur bakteri.
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C. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN PENYELIA
Hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
meliputi:
1. laporan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk
penilaian kemampuan telusur;
laporan pemeriksaan dokumen ekspor/impor;
laporan pengujian sampel sesuai parameter yang dipersyaratkan;
laporan pengecekan organoleptik;

O

laporan penyiapan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil perikanan;

6. laporan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data
sekunder);

7. laporan pengumpulan bahan target (jenis produk, lokus, parameter
uji);
laporan penanganan contoh;
laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;

10. laporan pengujian tingkat sederhana;

11.laporan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur
dan kriteria standardisasi (data sekunder);

12. laporan hasil kegiatan inspeksi; dan

13. laporan hasil kegiatan surveilan.

V1. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN
JENJANG JABATANNYA
1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Mutu

Hasil Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang
jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersanghkutan.

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi
kebutuhan jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di
atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
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melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis

dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berilout:

a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas
satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018,

Contoh:

Sdri. Nyoman Sari Indrasari, NIP. 198402152004031004, jabatan
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata,
golongan ruang IlIfa pada Pusat Pengendalian Mutu  Yang
bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan Menyiapan
bahan inisiasi kerjasama sistem Jaminan mutu dan kemanan
perikanan dengan Angka Kredit 0,06, Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Penyelia.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri Nyoman Sari
Indrasari, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir,
sebesar B0% X 0,06 = 0,05.

b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas

satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.
Contoh:
Sdri. Dedeh Ratnasari, NIP. 198002122000031005, jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang IIfc pada Pusat Pengendali Mutu. Yang
bersangkutan  ditugaskan untuk  melaksanakan  kegiatan
penanganan contoh dengan Angka Kredit 0,03. Kegiatan dimaksud
merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Mahir.
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Dalam hal ini Angka Kredit yang dipercleh Sdri. Dedeh Ratnasari,
jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia sebesar
100% X 0,03 = 0,03.

VILPEJABAT YANG BEERWENANG MENGANGKAT, PENGANGEKATAN
PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGEKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk jenjang jabatan Terampil sampai dengan
jenjang jabatan Penyelia.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan dalam jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi
syarat:

a. berstatus PNS;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. berijazah paling rendah Diploma II (DII) atau paling tinggi
Diploma I (DI} di bidang perikanan atau kualifikasi
pendidikan lain yang ditentukan cleh Instansi Pembina;

d. mengikuti dan Ilulus wuji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

e. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
11/b; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1
merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang telah
dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
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3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, setelah diangkat
menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi,
diangkat dalam jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

4. Pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan operasional Pembinaan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selama masa Calon PNS dan
PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dinilai sepanjang bulkti fisik
lengkap.

5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)
tahun setelah diangkat dalam .Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional
di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
kategori keterampilan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu
Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analgsis and Critical
Control Point (HACCP| bidang perikanan.

6. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada
angka 3, diberhentikan dari jabatannya.

7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran IL1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dipertimbangkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi
Diploma III (D) di bidang perikanan atau kualifikasi
pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

a. mengikuti dan lulus uwji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
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b. memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan
operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
paling singkat 2 (dua) tahun; dan

c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

2. Pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, oleh
karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6
(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdri. Purwaningsih, NIP. 19650305 200104 1 001, pangkat Penata,

golongan ruang III/c, menduduki jabatan Penyusun Bahan

Kebijakan Teknis. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke

dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,

maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Agustus

2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat

akhir bulan Februari 2018, mengingat yang bersangkutan lahir

bulan Maret 1965.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional
kategori keterampilan di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu
(PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analgsis and Critical Control
Point (HACCH bidang perikanan.
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7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 35 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari
kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Muklis, A.Md., NIP. 198803052009041001, Pangkat Penata
Muda, golongan ruang IIfa, jabatan Tebaga Teknis Sub.Bidang
Kepatuhan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Selama menduduki jabatan Tenaga Teknis Sub Bidang Kepatuhan,
yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sebesar 4 Angka Kredit.

2) Pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis Dan
Operasional Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil
Perikanan sebesar 20 Angka Kredit.

3) Pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

1) Mengajar/melatih di bidang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan sebesar 1 Angka Kredit.

2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai peserta sebesar 1
Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 28 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit pendidikan sekolah Diploma tiga (D-3) sebesar 60 Angka
Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 88 Angka Kredit. Maka
Sdr.Muklis. A.Md., diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang Terampil dan tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat
menurt contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I1.2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id



119 2018, No. 517

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. mengikuti dan Ilulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada
angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang
jabatan fungsional yang akan diduduli.

3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET
ANGEKA, DAN HUKUMAN DISIPLIN
A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

2. SKP Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersanglkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan
sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan
kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-
masing jenjang jabatan.

4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus
disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN PRESTASI KERJA
1. Penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan
1 [satu) kali dalam setahun.
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Contoh:
Prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan mulai 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan
ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan
langsung.

C. TARGET ANGKA KREDIT
1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib memenuhi target

Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya,

paling sedikit:

a. 53 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Terampil;

b. 12,5 [dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan

c. 25 (dua puluh lima)] Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan Penyelia.

2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri
dari sub unsur diklat, kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional
Pengendalian Mutu dan  Keamanan  Hasil Perikanan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan
yvang berlaku.

3. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf 4
tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I1/d.

4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang HIfd setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh)
Angka Kredit dari kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

D. HUKUMAN DISIPLIN
1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mendapatkan hukuman
disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai
berikut:
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a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua
puluh lima persen) sampai dengan 30% (lima puluh persen)
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan
perundang-undangan.

b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1,
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang tidak dapat
memperoleh  target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana
dimaksud pada huruf C angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.

3. Pemberian sanksi bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan disampaikan oleh Pejabat
Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui
pimpinan unit kerja atau paling rendah Pengawas yang bertanggung
jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung yang
bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang
mengusulkan penetapan Angka Kredit.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan wyang dibuat menurut contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran [.3a sampai dengan Anak
Lampiran 1.3d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.

3. Setiap wusulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dilampiri dengan:
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a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran .4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;

b. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak
Lampiran .5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut
contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran [1.6 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
atau

d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti
mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat
yvang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum
dalam Anak Lampiran IL7 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4, Burat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 6, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau
Pengawas yang bertangpung jawab di bidang tata wusaha
menyampaikan bahan wusulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
Angka Kredit dan dibuat menurat contoh formulir tercantum dalam
Anak Lampiran IL8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan diajukan oleh:

a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan keamanan
hasil perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
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dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IlI/d di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan
bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam
setahun.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dinilai secara seksama oleh
Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

www.peraturan.go.id



2018, No. 517 104

4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan
penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka
3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit

5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian unit kerja yang bersangkutan;
dan

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

6. Penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,
dibuat menurut contoh formulir tersebut dalam Anak Lampiran I1.9
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/d di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

www.peraturan.go.id



_125. 2018, No. 517

B. TIM PENILAI

1.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di
bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/d di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil,
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai
dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada
badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk Tim Penilai Pusat; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan
pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
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5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka & huruf a,
paling rendah pejabat Administrator.

6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6
huruf b, hams berasal dari unsur kepegawaian pada instansi
masing-masing.

7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf ¢,
paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang
dinilai;

b. memiliki keahlian =serta kemampuan untuk menilai kinerja
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 [dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan.

11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan &
[enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan
penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang
tersisa.

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat
mengangkat anggota pengganti.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

C. TIM TEKNIS
1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan

berstatus PNS wyang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.
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2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada

angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI
1. ‘Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang
kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
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E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
KUMULATIF
A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun
terakhir paling kurang bernilai baik.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
menduduki jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b
sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 1II/d, ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika
kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Ahmad Abdul Syukur, NIP. 198505052005032002, jabatan
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat
Pengatur Tingkat I, golongan ruang I1/d terhitung mulai tanggal 1
April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Sdr.
Ahmad Abdul Syukur, memperoleh Angka Kredit sebesar 85
(delapan puluh lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang IlI/a terhitung
mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan
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kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan
jabatannya menjadi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Mabhir.

Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang
memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri Fitriani, NIP. 19801016 200503 2 010, jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda,
golongan ruang IlI/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada
waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan
ruang IlI/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar
110.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a yaitu 100 Angka
Kredit, dengan demikian Sdri. Fitriani memiliki kelebihan 10 Angka
Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari tugas jabatan.

Contoh:

Sdri Endariyani, NIP. 19850210 200103 1 001, jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan
Angka Kredit sebesar 62.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017, Sdri Endariyani, telah mengumpulkan
Angka Kredit sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa
pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018
telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk
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kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang
11/d, yaitu sebesar 82.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi
Pengatur Tingkat I, golongan ruang 1I/d Sdri. Endariyani, wajib
mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 20 = 4 Angka
Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,
dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun
terakhir paling kurang bernilai baik; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing.

3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4
(empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Tithis Asmoroningtyas, NIP. 197811302002041001, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir. Perolehan Angka Kredit
Kumulatif yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sebesar 185.
Pada tahun berikutnya yang bersangkutan memperoleh Angka
Kredit sebesar 16, dengan rincian sebagai berikut:
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a. Diklat fungsional/teknis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan.

b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis
dan operasional Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

c. Pengembangan Profesi
Membuat 2 (dua) Karya Tulis di bidang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan dalam bentuk buku yang
dipublikasikan secara nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri.

Tithis Asmoroningtyas adalah 185 + 16 = 201 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Tithis Asmoroningtyas, telah

memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

sebesar 2 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan /pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan
lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan

4  Angka Kredit

10 Angka Kredit

4  Angka Kredit

ruang III/c.

4. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran IL10 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF
1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
b. paling banyak 20% [dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
Unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
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XII.PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari

jabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan
Administrator, dan jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran .11 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan dari
jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat
kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan.

2. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan
sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka
1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan apabila telah diangkat
kembali sebagai PNS.

3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud
pada huruf A angka 1 huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,
apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan
diaktifkan kembali sebagai PNS.
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4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan,
apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena
ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tingggi, jabatan
Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang
dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan
angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari
pengembangan  profesi yang diperoleh selama  menjalani
pemberhentian dari jabatan.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurt contoh
formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11.12 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGEKAT

1.

PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di
bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang
Berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
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berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Diploma II (D II);
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan
Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
f. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
I1/b; dan
g. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan
Asisten Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri

o B n: O P

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 3, hanya
berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan kebawah,
yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
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6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

7. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar
dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

8. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka
Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.

9. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian/inpassing, paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan
Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi
Hazard Analysis and critical control Point (HACCP) bidang perikanan.

10. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir
tercantum pada Anak Lampiran I1.13 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

11. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Mutu Hasil Perikanan harus selesai ditetapkan paling lambat pada
tanggal 31 Januari 2020.

UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.
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XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,
agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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P dalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

T [Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:

a |Pemrasaran

o

[Pembahas/moderator/narasumber

c. [Peserta

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LaMa|BarRU|JuMLAH] LAMA | BARU JUUMLAH
1 2 3 3 5 3 7 5
I 2 lMcngmm delegasi ilmiah sebagai:

l | = [Ketua
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esi sebagai:

Tainmya

1 jDany

{ UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 T 8
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JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

g tidak perlu

LAMFPIRAN PENDUKUNG DUFAK :

NIF

Catatan Pejabat Pengusul :

1
)

v

Catatan Anggota Tim Penil

NIP.

v

Catatan Hetua Tim Penilai :
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